BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam empat bab sebelumnya, maka
penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pembukaan rekam medis yang merupakan privasi pasien COVID-19 demi
kepentingan masyarakat sebagai hak atas informasi, diperlukan mekanisme dalam
pembukaannya, karena apabila tidak, akan menyebabkan gangguan terhadap diri
pribadi pasien berupa pengungkapan fakta-fakta pribadi ke publik, yang
memungkinkan terjadinya stigmatisasi dan diskriminasi terhadap pasien yang
berpotensi menempatkan seseorang secara keliru di hadapan publik.
Adapun mekanisme pembukaan rekam medis pasien pada saat negara dalam
keadaan darurat yang sesuai dengan HAM dan Hukum Kesehatan dengan
memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dan dikaitkan dengan SE
tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dalam Masa Darurat Kesehatan
Masyarakat Akibat COVID-19 adalah pembukaan rekam medis dapat dilakukan
apabila telah dinyatakan resmi oleh negara bahwa negara sedang dalam keadaan
darurat, pembukaan rekam medis yang merupakan pembatasan hak privasi pasien
harus telah diatur oleh undang-undang, pembukaan rekam medis hanya dilakukan
selama sementara waktu sampai keadaan kembali normal, apabila tingkat
kesehatan sudah tercapai, maka tindakan pembukaan rekam medis pasien tidak
dapat dibenarkan lagi, tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya
berdasarkan hukum internasional, pembukaan rekam medis tidak mengandung
diskriminasi, tidak boleh diberlakukan secara sewenang-wenang dan tanpa
alasan, melainkan dengan tujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19 lebih
lanjut, dilakukan dengan pendekatan proporsionalitas demi memberikan standar
mengenai kewajaran dan pembatasan menjadi lebih jelas. Adapun tahap uji
proporsionalitasnya yaitu dilakukan dengan tujuan yang sah yaitu untuk mencegah
penyebaran COVID-19, dengan adanya pembukaan rekam medis bermanfaat
untuk membantu penularan lebih lanjut ke masyarakat, pembukaan rekam medis

pasien dilakukan seminimum mungkin, dan dengan adanya pembukaan rekam
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medis yang membatasi privasi pasien, memberikan keuntungan yang lebih besar
yaitu terpenuhinya hak kesehatan masyarakat. Kemudian pembukaan rekam medis
dapat dibuka dengan atau tanpa persetujuan pasien COVID-19, hanya kepada
institusi atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindak lanjut sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, pembukaan rekam medis harus
diperoleh dengan prosedur yang telah ditentukan dan dibuka dengan
sepengetahuan pasien COVID-19 tersebut dengan memberitahu tujuan
penggunaannya serta instansi atau lembaga yang berwenang untuk itu,
pengumpulan data pribadi dalam rekam medis harus dirahasiakan dari jangkauan
pihak lain atau tidak boleh disebarluaskan secara bebas, karena data pribadi
tersebut masih melekat sebagai hak kebendaan pemilik data pribadi dan
pengumpulan informasi hanya digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan yaitu
untuk mengetahui eksistensi virus COVID-19, pembukaan rekam medis
kepada institusi atau pihak yang berwenang hanya boleh dilakukan atau
disampaikan oleh penanggung jawab pelayanan kesehatan, dan apabila
berhalangan maka pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dapat membuka rahasia
kedokteran, pembukaan harus didasarkan pada data dan informasi yang benar dan
dapat dipertanggungjawabkan, tidak semua informasi dapat diakses, melainkan
hanya informasi yang berkaitan dengan tujuan yaitu membantu dalam pencegahan
penularan COVID-19 lebih lanjut. Seperti contohnya pembukaan rekam medis
pasien COVID-19 hanya sebatas identitas lengkap seperti nama dan alamat untuk
mengetahui contact tracing pasien, sedangkan mengenai riwayat penyakit yang
selama ini dialami oleh pasien tetaplah menjadi ranah hukum privat antara pasien
dan tenaga kesehatan. Kemudian pengungkapan identitas pribadi yang terdapat
dalam rekam medis kepada masyarakat, hanya dapat dilakukan apabila telah
mendapat persetujuan dari pasien COVID-19. Adapun identitas pribadi yang
dimaksud adalah nama, alamat rumah, nomor telepon dan sebagainya, yang dapat
mengungkapkan identitas pribadi kepada masyarakat, apabila pasien tidak
memberi izin atas pengungkapan identitas pribadi yang terdapat dalam rekam
medis kepada masyarakat, maka informasi yang didapat oleh masyarakat hanya
meliputi area persebarannya saja beserta upaya-upaya mitigasi penyebaran
COVID-19 yang dilakukan pemerintah setempat, pembukaan rekam medis
dilakukan dengan adanya jaminan keamanan bahwa akses terhadap rekam medis

pasien sah serta untuk mencegah kerugian yang akan dialami pasien seperti
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contohnya adalah diskriminasi dan stigmatisasi, informasi yang dikumpulkan dari
rekam medis pasien COVID-19 juga harus benar, lengkap, akurat dan up to
date untuk menghindari adanya penyesatan informasi, pasien dapat melakukan
akses serta koreksi terhadap data pribadinya dan apabila data pribadi yang terdapat
dalam rekam medis tersebut sudah tidak diperlukan untuk penanggulangan
COVID-19, maka pihak pengumpul data pribadi menghapus data pribadi yang

berada dibawah kekuasaannya.

Dalam pembukaan rekam medis pasien COVID-19 terjadi elaborasi antara hak atas
informasi dan hak atas privasi, sehingga agar kedua hak tersebut dapat sama-sama
terpenuhi, harus ada batasan dalam pemenuhan kedua hak tersebut yang hanya
dapat dibatasi oleh otoritas publik sesuai dengan hukum dan masyarakat yang
demokratis. Batasan-batasan dalam implementasi hak inilah yang menjadi
perhatian dalam menentukan mekanisme pembukaan rekam medis pasien COVID-
19. Dalam mekanisme pembukaan rekam medis pasien COVID-19 dalam keadaan
darurat yang telah dipaparkan di sub bab sebelumnya, dapat dilihat bahwa hak atas
privasi pasien COVID-19 dan hak atas informasi oleh masyarakat sama-sama
dibatasi. Di mana hak privasi pasien tidak terpenuhi sepenuhnya melainkan dapat
dibuka privasinya meskipun tanpa persetujuannya, kepada pihak yang
berwenang saja. Kemudian dari  privasinya yang digunakan oleh
pemerintah sebagai informasi kepada masyarakat hanya sebatas bagian dari area
persebarannya. Sehingga masyarakat dapat mengantisipasi virus ini tanpa
mengetahui identitas pribadi pasien COVID-19 tersebut. Sejalan dengan
pembatasan hak atas privasi, pembatasan hak atas informasi juga dapat terlihat dari
diketahuinya informasi mengenai area persebaran pasien COVID-19, tanpa
diketahui identitas pribadinya oleh masyarakat atau diketahuinya identitas pribadi
pasien COVID-19 beserta area persebarannya, namun harus didasarkan oleh
persetujuan pasien. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dengan adanya pembukaan
rekam medis pasien COVID-19, tetap memberikan perlindungan terhadap privasi
pasien sehingga tidak memunculkan diskriminasi maupun stigmatisasi. Selain

itu pencegahan penularan virus COVID-19 dapat terlaksana.
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5.2

Saran

Apabila melihat kondisi Indonesia yang belum membaik dengan kasus COVID-19 yang
terus meningkat, keterbukaan dan transparansi data pribadi pasien menjadi sangat
penting saat ini. Memang keterbukaan mengenai data pribadi pasien COVID-19
merupakan hal yang sangat sensitif, tetapi apabila informasi yang diterima masyarakat
hanya sebatas area persebarannya saja, menurut penulis terlalu abstrak dan tingkat
antisipasi cenderung rendah. Jika terus dibiarkan maka tidak akan ada penyelesaian yang
konkret dari pemerintah dalam hal menekan penyebaran virus COVID-19. Oleh karena
itu pemerintah perlu langkah tegas dalam penanggulangan COVID-19 dengan
mengedukasi masyarakat bahwa COVID-19 bukan sesuatu yang harus dirahasiakan atau
aib, membuat campaign agar pasien COVID-19 segera memberitahu orang sekitar atau
yang memiliki rekam kontak dengan pasien, serta membuat kebijakan agar seluruh
masyarakat menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk memudahkan pemerintah
melakukan tracing secara kompeherensif dan pemberitahuan dari pemerintah atau tenaga
kesehatan terhadap masyarakat yang kontak dengan pasien COVID-19 lebih berjalan
efektif. Pemerintah juga dapat berkaca dari Tiongkok dalam mengatasi COVID-19 yang
di mana Tiongkok mewajibkan warga negaranya untuk menggunakan aplikasi tracing
dan menetapkan langkah tegas dengan menghukum orang yang tidak mengungkapkan
history perjalanan mereka dengan penurunan kredit sosial. Selain itu saat bepergian ke
tempat publik, warga juga harus menunjukkan status terkait COVID-19 lewat aplikasi
khusus, yang membuat masyarakat harus mempunyai aplikasi tersebut. Dalam aplikasi
ini terdapat status yang mendeteksi COVID-19, jika status adalah lampu hijau maka
orang tersebut bisa pergi ke mana saja dengan tetap membatasi pergerakannya, jika status
lampu kuning menandakan bahwa orang tersebut membutuhkan tujuh hari karantina
mandiri. Sementara lampu merah menandakan bahwa orang tersebut membutuhkan
empat belas hari karantina serta harus diisolasi dengan pengawasan penuh. Dilansir South
China Morning Post, status warna-warna kondisi kesehatan di atas ditentukan
berdasarkan riwayat perjalanan, durasi tinggal di kawasan wabah COVID-19, dan
hubungan dengan kasus positif COVID-19. Dengan dilakukannya hal tersebut, membuat
masyarakat yang terkena COVID-19 langsung berinisiatif untuk menjaga jarak tanpa
harus membuka privasinya diketahui oleh publik. Hal ini dapat membantu dalam
pencegahan COVID-19 secara signifikan dan lebih lanjut dengan saling bahu membahu

untuk mengatasi virus ini sehingga tidak terjadi stigmatisasi dan diskriminasi. Apabila
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ditangani dengan baik dan informasi tersebut diterima dengan bijak oleh masyarakat

maka akan sangat membantu pemerintah dalam mengurangi penyebaran virus ini.
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